Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.17/279 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan
menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan
bupati/wali kota melakukan pengawasan penataan
ruang sesuai dengan kewenangannya;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor:
S/600.3.3.1/294/2026 tanggal 9 April 2026 perihal:
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
Tahun 2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo perlu membentuk Tim Pengawasan Kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 262);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 300);
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan
Penataan Ruang, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
terkait data penyelenggaraan penataan ruang yang
diperlukan;

b. melakukan pengisian kuesioner melalui sistem
informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan
penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang
diperlukan;

c. melakukan monitoring status jawaban dan validasi
hasil isian kuesioner; dan

d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan
dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada

Yth.:

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional di Jakarta;

2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

4. Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

itandatangani secara
lektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010
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Lampiran

: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor

: 500.17/279 TAHUN 2026

Tanggal : 6 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

KEDUDUKAN
No. NAMA /NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi arahan,
nasihat dan
petunjuk
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung | Bertanggung jawab
Sukoharjo Jawab terhadap seluruh
kegiatan
pengawasan kinerja
penyeleggaraan
penataan ruang
3. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ketua Bertanggung jawab
Dan Penataan Ruang Kabupaten atas pelaksanaan
Sukoharjo pengawasan kinerja
penyeleggaraan
penataan ruang
4. | Kepala Bidang Tata Ruang Dinas | Wakil Ketua | Bertanggung jawab
Pekerjaan Umum dan Penataan membantu Ketua
Ruang Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan
pengawasan kinerja
penyeleggaraan
penataan ruang
5. | Sarwiji, ST Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19780607 200903 1 002 sesuai bidang
Penata Ruang Ahli Muda pada tugasnya
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo
6. | Eunike Puspitaningtyas, ST., MT Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19710522 199703 2 002 sesuai bidang
Penata Ruang Ahli Muda pada tugasnya
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo
7. | Hogy Prima Valeda, ST Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19881225 201902 1 001

Penata Ruang Ahli Pertama pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten

Sukoharjo

sesuai
tugasnya

bidang




No.

NAMA /NIP/JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

2

3

4

Dwinta Nori Fitria, ST

NIP. 19870605 201902 2 002
Penata Ruang Ahli Pertama pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

Kenida Ajeng Setiyaning, ST
NIP.19920109 201901 2 005
Penata Ruang Ahli Pertama pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

10.

Irsyad Cahyono Dewantoro, A.Md
NIP. 19980506 202012 1 003
Pengolah Data dan Informasi
Bidang Tata Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI
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